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ABSTRAK

Judi merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak , judi seringkali
memposisikan anak untuk berhadapan dengan proses peradilan. Yang menjadi tujuan dari
Peradilan Anak di Indonesia adalah untuk mewujudkan peradilan pidana yang menjamin
kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi pada kenyataannya, peradilan anak di Indonesia belum
bisa memberikan rasa keadilan terhadap anak sehingga seringkali mengakibatkan hak-hak anak
terabaikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan teoritis.
Sehingga dengan demikian proses peradilan formal dengan menjatuhkan hukuman pidana bagi
anak bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana anak, dikarenakan pada
dasarnya anak yang melakukan tindak pidana dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, dan juga
pemidanaan anak memungkinkan anak mengalami trauma. Ditambah lagi proses peradilan anak
yang berlaku di Indonesia saat ini dianggap masih kurang efektif dalam melindungi kepentingan
terbaik bagi anak sehingga diperlukan adanya upaya penyelesaian perkara lain yang lebih
menjamin kepentingan terbaik bagi anak, salah satunya adalah penyelesaian perkara anak dengan
pendekatan restorative justice melalui proses diversi.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Perjudian, Restorative Justice
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ABSTRACT

Gambling often positions children to deal with the judicial process. The purpose of juvenile
justice is to create a justice that guarantees the best interests of children, but then, juvenile justice
in Indonesia has not been able to provide a sense of justice towards children, often resulting in
children's rights being neglected. This research was conducted using a statutory approach and a
theoretical approach. Therefore the formal justice process by imposing criminal penalties for
children are not the best solution in resolving child criminal cases, because basically a child who
commits a crime is influenced by other factors, and also it allows children to experience trauma.
Therefore, the juvenile justice process prevailing in Indonesia is currently considered ineffective
in protecting the best interests of children so that efforts are needed to settle other cases,one of
which is the settlement of child cases using the restorative justice approach through a diversion
process.

Keywords: Child Protection, Gambling, Restorative Justice
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya anak merupakan aset yang paling berharga yang dimiliki oleh Negara,
sehingga hak-hak fundamental anak dijamin oleh Negara, seperti di Indonesia hakhak anak pada
dasarnya telah diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, dimana setiap Anak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, selain daripada itu hak-hak anak di Indonesia juga diatur didalam
Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak serta Keputusan Presiden No. 36
tahun 1990 tentang Konvensi Hak-hak anak. Meskipun hak-hak anak telah dijamin oleh negara
akan tetapi tidak jarang ditemui adanya anak yang yang melakukan suatu tindak pidana, dimana
pada dasarnya terdapat begitu banyak bentuk macam tindak pidana yang dilakukan oleh anak,
salah satunya adalah tindak pidana perjudian. Menurut Kartini Kartono, judi adalah pertaruhan
dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan
menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa- peristiwa, permainan

pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya Di Indonesia

Isu-isu Krusial Dalam Hukum Keluarga 1160



sendiri judi merupakan suatu tindak pidana yang ketentuannya telah diatur didalam pasal 303bis
KUHP,

Namun demikian perlu disadari bahwasanya anak yang melakukan suatu tindak pidana
tidak sepenuhnya melakukan tindakan tersebut atas keinginanya sendiri melainkan karena
adanya dorongan dari berbagai faktor, seperti faktor keluarga dan fakto lingkungan. Akan tetapi
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dimana apabila sesorang telah
melakukan suatu tindak pidana maka orang tersebut haruslah bertanggung jawab sesuai dengan
hukum yang berlaku, begitu pula apabila pelakunya adalah seorang anak, maka anak tersebut
juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, tak terkecuali bagi anak yang melakukan
tindak perjudian.Bentuk pertangung jawaban yang diberikan kepada anak dapat berupa tindakan
preventif dan pemberian hukuman yang mana tindakan ini bertujuan guna menghukum anak
sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati

nurani.

Dalam memberikan hukuman kepada anak aparat penegak hukum wajib untuk
mengutamakan prinsip- prinsip perlindungan anak diantaranya: tidak diskriminasi, bertujuan
untuk kepentingan terbaik anak dan juga aspek perkembangan anak. Sehingga dengan demikian
munculah konsep Restorative Justice yang dimuat didalam Undang-Undang no.11 tahun 2012
tentang peradilan pidana anak. Walaupun demikian pada dasarnya Konsep Restorative Justice
telah lama dipraktekkan didalam masyarakat adat di Indonesia, dimana dalam masyarakat adat,
apabila terjadi tindak pidana baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak maka
penyelesaiannya akan dilakukan secara internal melalui musyawarah mufakat, tanpa melibatkan
aparat penegak hukum. Ketentuan mengenai Restorative Justice sendiri diatur dalam Pasal 1
angka 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Restorative
Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil
dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tujuan
dari Restorative Justice sendiri adalah agar anak tidak lagi dijatuhi hukuman penjara, dan juga
agar tidak ada lagi pemberian stigma negatif kepada anak.

Namun sayangnya walaupun di Indonesia sudah mengenal konsep Restorative Justice

akan tetapi pada kenyataanya, proses peradilan pidana anak seringkali masih bertentangan
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dengan hakhak dasar anak, dimana proses peradilan yang dilalui anak lebih berfokus pada
penegakan hukum secara formal dan tidak mengarah pada kepentingan terbaik bagi anak. Dan
Apabila kepentingan terbaik bagi anak tidak menjadi fokus dalam penegakan hukum, maka
tentu saja hal ini akan memberikan dampak buruk. Dampak buruk tersebut, tentu saja akan
mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak, hingga pada akhirnya berlanjut merusak
masa depan mereka Dengan judul “ Penegakan Hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak
pidana perjudian melalui pendekatan Restorative Justice”.
Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulisan ini memiliki dua rumusan masalah yaitu,
Pertama Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana perjudian?,
Kedua, Bagaimana penerapan asas Restorative Justice terhadap anak sebagai pelaku tindak

pidana perjudian.
METODE PENELITIAN

Didalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif atau metode
penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang berfokus kepada penelaan normanorma
yang terkandung didalam hukum tertulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan
Perundang-undangan (statue approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach).
Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua
undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani .6
Data dan sumber data yang penulis gunakan didalam penelitian ini adalah Data sekunder. Data
sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak
pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder sendiri adalah data yang telah
dikumpulkan oleh pihak lain melalui beberapa cara misalnya melalui undangundang, buku-
buku, jurnal, dokumen yang behubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam
penelitan ini penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Dimana dalam teknik
kualitatif data-data yang telah diperoleh akan dijabarkan hingga menghasilkan kesimpulan yang
kemudian akan disampaikan secara deskriptif, dengan tujuan agar penulis dapat menyampaikan

pemahaman yang lebih jelas mengenai hasil penelitan yang telah disusun ini.
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PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Anak Melakukan Tindak

Pidana Perjudian Pada hakikatnya anak merupakan aset yang paling berharga yang
dimiliki olen Negara, sehingga hak-hak fundamental anak dijamin oleh Negara, seperti di
Indonesia hakhak anak pada dasarnya telah diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia,
dimana setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, selain daripada itu hak-hak anak di Indonesia juga
diatur didalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak serta Keputusan
Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak-hak anak. Meskipun hak-hak anak telah
dijamin oleh negara akan tetapi tidak jarang ditemui adanya anak yang yang melakukan suatu
tindak pidana, dimana pada dasarnya terdapat begitu banyak bentuk macam tindak pidana yang
dilakukan oleh anak, salah satunya adalah tindak pidana perjudian. Menurut Kartini Kartono,
judi adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang
dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-
peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti
hasilnya. Di Indonesia sendiri judi merupakan suatu tindak pidana yang ketentuannya telah
diatur didalam pasal 303bis KUHP.

Namun demikian perlu disadari bahwasanya anak yang melakukan suatu tindak pidana
tidak sepenuhnya melakukan tindakan tersebut atas keinginanya sendiri melainkan karena
adanya dorongan dari berbagai faktor, seperti faktor keluarga dan faktor lingkungan. Akan tetapi
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dimana apabila sesorang telah
melakukan suatu tindak pidana maka orang tersebut haruslah bertanggung jawab sesuai dengan
hukum yang berlaku, begitu pula apabila pelakunya adalah seorang anak, maka anak tersebut
juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, tak terkecuali bagi anak yang melakukan
tindak perjudian. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan kepada anak dapat berupa
tindakan preventif dan pemberian hukuman yang mana tindakan ini bertujuan guna menghukum
anak sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati
nurani.

Dalam memberikan hukuman kepada anak aparat penegak hukum wajib untuk

mengutamakan prinsip- prinsip perlindungan anak diantaranya: tidak diskriminasi, bertujuan
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untuk kepentingan terbaik anak dan juga aspek perkembangan anak. Sehingga dengan demikian
munculah konsep Restorative Justice yang dimuat didalam Undang-Undang no.11 tahun 2012
tentang peradilan pidana anak. Walaupun demikian pada dasarnya Konsep Restorative Justice
telah lama dipraktekkan didalam masyarakat adat di Indonesia, dimana dalam masyarakat adat,
apabila terjadi tindak pidana baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak maka
penyelesaiannya akan dilakukan secara internal melalui musyawarah mufakat, tanpa melibatkan
aparat penegak hukum.

Ketentuan mengenai Restorative Justice sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 6
UndangUndang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Restorative Justice
adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil
dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tujuan
dari Restorative Justice sendiri adalah agar anak tidak lagi dijatuhi hukuman penjara, dan juga
agar tidak ada lagi pemberian stigma negatif kepada anak. Namun sayangnya walaupun di
Indonesia sudah mengenal konsep Restorative Justice akan tetapi pada kenyataanya, proses
peradilan pidana anak seringkali masih bertentangan dengan hakhak dasar anak, dimana proses
peradilan yang dilalui anak lebih berfokus pada penegakan hukum secara formal dan tidak
mengarah pada kepentingan terbaik bagi anak. Dan Apabila kepentingan terbaik bagi anak tidak

menjadi fokus dalam penegakan hukum, maka tentu saja hal ini akan memberikan dampak buruk.

Dampak buruk tersebut, tentu saja akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan
anak, hingga pada akhirnya berlanjut merusak masa depan merekal2. Dengan judul ““ Penegakan
Hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian melalui pendekatan Restorative
Justice”. Berdasarkan latar belakang diatas, penulisan ini memiliki dua rumusan masalah yaitu,
Pertama Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana perjudian?,
Kedua, Bagaimana penerapan asas Restorative Justice terhadap anak sebagai pelaku tindak
pidana perjudian. Berbicara mengenai kenakalan yang dilakukan oleh anak akan selalu menarik,
pasalnya kenakalan yang dilakukan oleh anak tak jarang mengakibatkan timbulnya tindakan
kriminal yang dilakukan oleh anak. Yang dimaksud dengan kenakalan anak sendiri ialah suatu
perilaku yang dilakukan oleh anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup didalam

masyarakat. Anak yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun (Undang — Undang No. 12 Tahun
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2012, merupakan rentang usia yang dalam perspektif psikologi tergolong pada masa remaja yang
memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit untuk melakukan
penyesuaian diri sehingga memunculkan masalah perilaku 13.

Kenakalan anak juga disebut dengan istilah juvenile delinquency, yaitu perbuatan remaja
yang menyimpang dari berbagai aturan dan norma yang berlaku didalam masyarakat. Baik yang
menyangkut kehidupan bermasyarakat, agama hingga hukum yang berlaku. Menurut
Sunarwiyati S, kenakalan remaja dibagi dalam tiga tingkatan yaitu: Kenakalan biasa, seperti suka
berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit. Kenakalan yang
menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil
barang orang tua tanpa izin. kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks
diluar nikah, pemerkosaan, dll. Sedangkan yang disebut dengan kenakalan anak, sebagaimana
yang diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak,
mengatur bahwa kenakalan anak atau anak nakal ialah anak yang melakukan suatu perbuatan
terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan
hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Salah satu contoh
tindak pidana yang dilkukan oleh anak adalah perjudian, dimana perjudian merupakan perbuatan
yang Dbertentangan dengan norma agama, moral, maupun hukum, serta perbuatan yang
memberikan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Menurut kamus besar Bahasa
Indonesia yang dimaksud Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” adalah ‘“Permainan
dengan memakai uang sebagai taruhan”.

Dewasa ini, berbagai macam dan bentuk perjudian sudah semakin berkembang dalam
kehidupan anak, mulai dari judi dalam permainan bola, judi kartu bahkan judi saat bermain
playstation. Karena judi sangat erat hubungannya dengan suatu permainan, maka terkadang anak
yang melakukan judi sering menganggap judi adalah bagian dari suatu permainan, dan bukan
suatu kejahatan, apalagi tindakan melanggar hukum. Meskipun anak yang bermain judi
mempertaruhkan uang tidak begitu banyak, akan tetapi judi tetaplah judi. Tidak hanya anak-anak
yang beranggapan seperti itu, bahkan sebagian masyarakat seolah-olah sudah memandang
perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahka. Untuk
mengklasifikasikan suatu tindakan dapat disebut perjudian maka ada 3 unsur yang harus
dipenuhi yaitu:

= Permainan/perlombaan
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= Perbuatan yang dilakukan biasanya dalam bentuk permainan /
perlombaan. yang dilakukan untuk bersenang-senang untuk mengisi
waktu senggang. Contohnnya ketika sedang bermain kartu atau sedang
bermain playstation.

= Untung-untungan

= Faktor kemenangan digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau
untung- untungan.contohnnya ketika ada pertandingan sepak bola dan
mereka akan bertaruh club bilamana yang akan menang.
= AdaTaruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain. Baik
dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja
ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang
paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau
bukanl7. Contohnnya ketika ada anak-anak yang bermain adu hewan , misal para pemain
masing-masing menaruh uang taruhan sebesar Rp.5000-, dikali berapa banyak anak yang ikut
bermain, dan diakhir permainan anak yang menang akan mengambil seluruh uang tersebut.
Setelah menjabarkan 3 unsur tindak perjudian, didalam penelitian ini penulis juga ingin
menjabarkan bahwasanya perjudian yang dilakukan oleh anak tidak terjadi begitu saja,
melainkan tindakan tersebut dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh faktor-faktor lain, dan
faktor-faktor ini dikualifikasikan menjadi 2 yaitu faktor eksogen dan faktor endogen.Yang
dimaksud dengan faktor endogen adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu
sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, yaitu :

1. Cacat yang bersifat biologis dan psikis.

2. Perkembangan kepribadian dan intelegansi yang terhambat sehingga tidak bisa

menghayati norma- norma yang berlakul8
3. Proses pencarian jati diri di usia remaja sering menimbulkan kebingungan dalam diri
anak yang mana hal ini dapat menimbulkan perilaku kenakalan.

Sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksogen adalah faktor-faktor yang berasal dari luar
diri anak yang dapat mempengaruhi tingkah laku seorang anak. Berikut beberapa faktor-faktor
eksogen:
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a. Faktor lingkungan

Salah satunya faktor yang paling mempengaruhi ialah faktor lingkungan. Lingkungan
adalah tempat seorang anak untuk tinggal dan bersosialisasi, sehingga lingkungan memiliki
peran yang sangat besar terhadap tumbuh kembang seorang anak. Baik buruknya tingkah laku
seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan. Sehingga apabila seorang anak
bergaul dengan lingkungan baik maka perbuatan mereka pasti akan baik namun sebaliknya
apabila anak beragaul dengan lingkungan yang tidak baik , maka dapat dipastikan bahwa anak
tersebut juga akan terpengaruhi dan menjadi tidak baik. Lingkungan tempat anak tinggal maupun
lingkungan pergaulan lebih cenderung memberikan pengaruh negatif kepada diri anak, karena
didalam lingkungan tersebut terdapat beragam masyarakat yang memiliki sifat maupun sikap
yang beragam dan tidak bisa dibaca satu per satu. Didalam bukunya Soedjono Dirdjosisworo
menjelaskan bahwa anak nakal merupakan anak yang telah berhubungan dengan “bad
companions” dan “bad habit” atau lebih dikenal dengan istilah “teman buruk dan tempat buruk”.

b. Faktor Keluarga

Faktor selanjutnya yang mengakibatkan seorang anak melakukan tindak pidana ialah karena
adanya faktor keluarga, dimana keadaan keluarga yang broken home menyebabkan anak
melakukan kenakalan. Keadaan keluarga yang seperti itu, mengakibatkan anak menjadi frustasi
sehingga muncul konflik psikologis, yang mana keadaan ini dapat mendorong anak melakukan
suatu tindak kejahatan, salah satunya adalah judi.Walapun demikian, tidak semua anak yang
melakukan tindak kejahatan adalah anak yang berasal dari keluarga broken home, banyak juga
anak yang berasal dari keluarga yang utuh namun tetap melakukan tindak kejahatan, hal itu
dikarenakan orang tua anak tersebut kurang memberikan edukasi dan mengenalkan nilai moral
yang berlaku didalam masyarakat, sehingga anak tersebut cenderung bersikap tidak acuh atau
anti sosial.

Selain daripada itu anak yang bermain judi juga dapat mempelajari hal tersebut dari
lingkungan keluarga, dimana apabila seorang anak tumbuh dan berkembang didalam lingkungan
rumah yang terbiasa berjudi dan menganggap perjudian merupakan suatu hal yang biasa maka
anak tersebut akan beranggapan bahwa judi merupakan suatu permainan biasa yang
mendatangkan keuntungan. Sehingga dengan demikian, kunci pertama dalam mengarahkan

pendidikan dan c. Faktor Ekonomi Selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi anak melakukan
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suatu tindak perjudian adalah faktor ekonomi, perlu dingat bahwasanya kemiskinan merupakan
modal awal adanya tuntutan kebutuhan hidup. Di usia dini pun anak-anak sudah memiliki
kebutuhannya sendiri, seperti keinginan untuk memiliki mainan maupun pakaian baru hingga tas
sekolah baru pun seringkali timbul didalam benak anak, akan tetapi karena anak tersebut lahir di
keluarga kurang mampu maka anak tersebut sering mencari cara untuk mendaptkan uang,
dengan dasar pola pikir seperti ini lah yang menjadi modal seorang anak untuk melakukan suatu
tindak pidana, seperti melakukan pencurian, hingga perjudian. Mesikupun terkadang untuk
melakukan pencurian seorang anak tidak memiliki keberanian yang cukup besar, maka alternatif
lainnya adalah anak melakukan judi, dimana anak melihat adanya peluang untuk melipat
gandakan uang yang dia miliki hanya dengan melakukan suatu permainan maupun tebak-tebakan
semata.

Dengan demikian Faktor-faktor yang telah penulis jabarkan diatas bertujuan agar dapat
dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan bagi para penegak hukum dalam mengatasi tindak
pidana perjudian yang dilakukan oleh anak, sehingga para penegak hukum dapat mengetahui dan
memahami dengan tepat, apa yang menjadi alasan/faktor-faktor yang melatar belakangi anak
untuk melakukan perjudian, agar para penegak hukum dapat memberikan upaya penyelesaian
tindak pidana yang tepat yaitu melalui kebijakan non penal.

Penerapan Asas Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Perjudian

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma filosofi
mengenai peradilan pidana anak, yang mana awalnya peradilan pidana anak bersifat Retributive
Justice, kemudian berubah menjadi Rehabilitation, lalu yang terakhir menjadi Restorative
Justice23. Menurut Howard Zehr menyebutkan bahwa keadilan restoratif melihat suatu perkara
pidana sebagai: “crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make
things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for
solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance” atau diartikan sebagai berikut
“Kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan suatu hubungan. Kejahatan yang ditimbulkan
memberikan kewajiban untuk diperbaiki . Perbaikan yang dilakukan dapat berupa keadilan,yaitu
keadilan yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat guna mencari solusi yang memberikan
perbaikan, rekonsiliasi, dan pemberian jaminan’24.

Dalam perwujudan Restorative Justice, proses dialog antara pelaku dan korban
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merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini25.Dimana melalui
dialog langsung yang dilakukan, dapat membuat korban menyatakan secara langsung apa
kerugian yang korban alami dan apa yang korban harapkan dalam penyelesaian perkara ini.
Kemudian dengan dilakukannya dialog ini juga diharapakan pelaku dapat mengintropeksi diri
serta menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan yang
terakhir dengan dilakukannya dialog ini pelaku dapat memberikan pertanggung jawaban sebagai
konsekuensi tindakan yang telah dia lakukan. Tindak pidana judi yang dilakukan oleh anak
merupakan bentuk dari kenakalan remaja (Juvenille Deliquency) , dimana Juvenille Deliquency
adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan
atau pelangggaran hukum?26. sehingga dalam hal ini apabila seorang anak tertangkap sedang
bermain judi, maka anak tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum formal, hal ini
dikarenakan bahwa Judi termasuk sebagai tindak pidana, sebagaimana yang diatur didalam Pasal
303bis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur didalam KUHP
memungkinkan anak tersebut dapat diproses dalam peradilan pidana, maka hal tersebut jelas
menunjukan bahwa hukum peradilan pidana anak yang berlaku di Indonesia saat ini tidak sesuai
dengan hak-hak fundamental anak, seperti yang diketahui ada 4 yang menjadi hak fundmental
anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang serta penghargaan terhadap pendapat anak, sehingga dengan demikian apapun
alasannya, seperti apapun tindakan yang dilakukan oleh anak, proses pemidanaan, apalagi
pemenjaraan hanya untuk orang dewasa. Selain daripada itu salah satu alasan mengapa anak
pelaku tindak pidana perjudian tidak perlu diproses melalui proses peradilan pidana ialah karena
tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan dilakukan karena keinginan dia untuk melanggar
hukum, melainkan karena ketidaktahuan dia terhadap hukum, serta keterbatasan pemikirian anak
dalam menentukan mana hal yang benar dan mana yang salah. Anak hanya sebagai subyek
masyarakat yang baik buruknya ditentukan faktor sosiologis yakni segala sesuatu yang terjadi di
masyarakat sebagai pengalaman sekaligus ajaran.

Dalam UU SPPA menyatakan bahwa penangkapan, penahanan dan pemenjaraan sebagai
upaya terakhir dalam menyelesaiakan tindak pidana yang melibatkan anak 30. Selain daripada
itu, proses peradilan formal dengan menjatuhkan hukuman pidana bagi anak bukanlah solusi

terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana anak, dan juga seorang anak tidak seharusnya
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dihadapkan dengan persidangan, karena anak akan sulit memahami maksud dan tujuan
persidangan. Didalam pembentukannya, Peradilan pidana anak memiliki tujuan untuk
mewujudkan peradilan pidana yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi pada
kenyataannya sistem peradilan pidana anak yang berlaku di Indonesia saat ini belum dapat
memberikan perlindungan serta keadilan bagi anak, sistem peradilan formal bagi anak dianggap
tidak pernah memberikan dampak baik dikarenakan memungkinkan anak mengalami kekerasan,
ketakutan, tekanan selama berada didalam tahanan yang tentu saja akan menimbulkan trauma,
ditambah lagi stigmatisasi yang diterima oleh anak tersebut. Salah satu upaya yang dapat
dilakukan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak ialah
dengan pendekatan restorative justice yaitu melalui proses diversi, dimana diversi sendiri
bertujuan agar anak yang berkonflik dengan hukum, lepas dari proses peradilan, serta terhindar
dari label kriminal dan stigmasi negatif, sehingga anak tersebut dapat kembali ke masyarakat
dengan baik. Selain daripada itu diversi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dan
rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.
Prinsip-prinsip diversi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 The Beijing Rules
antara lain sebagai berikut:

1. Ide diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum
(Polisi, Jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani
pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal

2. Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti
polisi, jaksa hakim serta lembaga lainnya yang menangani kasus anakanak ini, menurut
kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam
sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-pripsip yang terkandung di
dalam The Beijing Rules ini.

3. Pelaksanaan ide diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya,
namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide diversi setelah ada kajian oleh pejabat
yang berwenang atas permohonan ide tersebut .

Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai diversi diatur dalam pasal 7 dan 8 Undang-

undang Sistem peradilan pidana anak, dimana dalam pasal 7 Undang-undang Sistem Peradilan
Pidana Anak menegaskan bahwa penegak hukum baik padatingkat penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib untuk mengupayakan diversi.
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Diversi pada tahap penyidikan

Penyidikan dalam perkara anak vyaitu kegiatan penyidik anak untuk mencari dan
menemukan peristiwva yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak
menjelaskan bahwa sejak dilakukannya penyidikan maka penyidik wajib mengupayakan
diversi. Pada tingkat penyidikan penyidik wajib melakukan diversi paling lama 7 hari setelah
dilakukannya penyidikan. Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
dimulainya diversi. Apabila proses diversi berhasil, maka penyidik dapat menyampaikan berita
acara diversi dan hasil kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri guna dibuatkannya
penetapan pengadilan. Sebaliknya sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 Undang-undang
Sistem Peradilan Pidana Anak apabila diversi yang dilakukan tidak berhasil maka penyidik
wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan
melampirkan laporan hasil penelitianukemasyarakatan.
Diversi pada tahap penuntutan

Dalam penanganan Juvenile Delinquency dan sesuai dengan ketentuan Undangundang Sistem
Peradilan Pidana Anak, Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan
diversi33.Ketentuan tentang proses diversi padatahap penuntutan diatur dalam pasal 42 Undang-
undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana penuntut umum wajib mengupayakan diversi
paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Proses diversi pada
tingkat penuntutan dilaksanakan paling lama 30 hari. kemudian apabila proses diversi berhasil
dilakukan maka Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta dengan kesepakatan
diversi kepada ketua pengadilan guna dibuatkan penetapan. Sebaliknya apabila diversi gagal
maka penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke
pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
Diversi pada tahap pemeriksaan pengadilan

Ketua pengadilan menetapakan hakim untuk menangani perkara anak dalam waktu 3 (tiga)
hari sejak diterimanya pelimpahan perkara dari penuntut umum. Pasal 52 Undangundang
Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai ketentuan mengenai proses diversi pada
tingkat persidangan. Pertama, Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari
setelah ditunjuk sebagi hakim oleh ketua pengadilan. Proses diversi ditingkat pemeriksaan

pengadilan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses diversi sendiri dapat
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dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri, apabila proses diversi berhasil maka Hakim
menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri
untuk dibuatikan penetapan, selanjutnya apabila proses diversi tidak berhasil maka perkara
akan dilanjutkan ke tahap persidangan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka terlihat bahwa guna mewujudkan perlindungan anak
yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak pelaku perjudian maka pada setiap tahapan
peradilan anak wajib diupayakan proses diversi, yang tentunya proses tersebut bertujuan guna
mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula
dan bukan pembalasan. Meskipun demikian bukan berarti semua tindak pidana yang dilakukan
oleh anak dapat diupayakan diversi, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi hanya dapat dilaksanakan pada tindak
pidana dengan ancaman penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak
pidana. Sehingga dengan demikian sangat tepat untuk menerapkan diversi untuk menyelsaikan
tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak, dikarenakan dalam Pasal 303 bis KUHP
menjelaskan ancaman pidana bagi pelaku perjudian, paling lama 4 tahun penjara dan denda
maksimal 10 juta rupiah. Sehingga dari ketentuan ini sudah seharusnya tindak pidana perjudian
yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui diversi, sehingga dikemudian hari anak
yang melakukan tindak pidana perjudian tidak perlu lagi ditahan apalagi dipenjara. Selanjutnya
sebagaimana yang diatur didalam pasal 11 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

bentuk dari kesepaktan diversi sendiri dapat berupa:

1. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
3. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling

lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.
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PENUTUP

Pendekatan Restoratif Justice diperlukan dalam penyelesaian perkara anak yang
melakukan perjudian, dimana agar penyelesaian perkara anak yang melakukan judi dapat
dialinkan dari proses peradilan formal menjadi proses non formal, guna mewujudkan tujuan
dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak , guna mewujudkan peradilan yang benar-
benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Selain daripada itu anak pelaku perjudian
dapat dikatakan sebagai korban dari pengaruh lingkungan yang buruk, ditambah lagi dengan
keterbatasan pemikiran anak, menyulitkan anak dalam menetukan mana hal yang baik dan
buruk, sehingga mereka dengan mudahnya dapat terpengaruh dan akhirnya terjerumus
kedalam lubang perjudian , dan juga dalam tindak pidana perjudian sebenarnya tidak ada
korban yang dirugikan, karena yang dirugikan sebenarnya diri anak itu sendiri. Selain
daripada itu kurangnya edukasi dan pembelajaran juga menjadi salah satu faktor yang
menjerumuskan anak untuk melakukan judi.

Dengan demikian menurut hemat penulis penyelesaian tindak pidana anak pelaku
perjudian melalui proses peradilan bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan, hal itu
dikarenakan, hak- hak anak tidak akan terpenuhi serta akan membawa dampak buruk bagi
tumbuh kembang sang anak, dan juga perlu diingat bahwa anak merupakan aset terpenting
negara, sehingga seharusnya negara dapat benar-benar menjamin dan memberikan
perlindungan yang terbaik bagi anak. Sehingga diperlukannya proses penyelesaian perkara
lain untuk menyelesaiakan perkara judi yang dilakukan oleh anak, salah satunya dapat melalui
diversi serta pemberian edukasi dan bimbingan yang menunjukan kepada mereka bahwa
perjudian yang selama ini mereka lakukan adalah hal yang salah dan melanggar hukum yang

berlaku di Indonesia, agar dikemudian hari anak tersebut tidak kembali melakukannya.
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